
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan 
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai lbukota Negara 
Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4744); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kenaikan Gaji 
Berkala dan Kenaikan Gaji Istimewa bagi Pegawai Pemerintah 
dengan Perjanjian Kerja, pemberian kenaikan gaji berkala 
ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang atau 
pejabat yang diberikan pendelegasian oleh pejabat yang 
berwenang; 

b. bahwa dalam rangka menyederhanakan dan mempercepat 
proses penetapan kenaikan gaji berkala sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, Sekretaris Daerah selaku pejabat yang 
berwenang perlu mendelegasikan kewenangan penetapan 
kenaikan gaji berkala dengan Keputusan Sekretaris Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan 
Sekretaris Daerah tentang Pendelegasian Kewenangan 
Penetapan Kenaikan Gaji Berkala bagi Pegawai Pemerintah 
dengan Perjanjian Kerja; 

Mengingat 

Menimbang 

SEKRETARIS DAERAH PROVINS! DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENETAPAN KENAIKAN GAJI BERKALA 
BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA 

TENT ANG 

NOMOR 167 TAHUN 2025 

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINS! DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

SEKRETARIAT DAERAH PROVINS! DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 



Tembusan: 
1. Gubernur Oaerah Khusus Ibukota Jakarta 
2. Wakil Gubernur Oaerah Khusus Ibukota Jakarta 
3. Para Asisten Sekretaris Oaerah Provinsi OKI Jakarta 
4. Inspektur Provinsi OKI Jakarta 
5. Kepala Badan Kepegawaian Oaerah Provinsi OKI Jakarta 
6. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi OKI Jakarta 
7. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi OKI Jakarta 
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi OKI Jakarta 

Oitetapkan di Jakarta 
pada tanggal 28 Oktober 2025 

"<A.i::i=t.::!:MUVINSI OAERAH KHUSUS 
RTA, 

Keputusan Sekretaris Oaerah ini mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan. 

KETIGA 

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan penetapan kenaikan gaji 
berkala bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 
sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah melalui Ookumen 
Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian Oaerah Provinsi 
Oaerah Khusus lbukota Jakarta. 

KEOUA 

Mendelegasikan wewenang penetapan kenaikan gaji berkala bagi 
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan 
Pemerintah Provinsi Oaerah Khusus Ibukota Jakarta kepada 
Kepala Badan Kepegawaian Oaerah Provinsi Oaerah Khusus 
Ibukota Jakarta. 

KESATU 

KEPUTUSAN SEKRETARIS OAERAH TENTANG PENOELEGASIAN 
KEWENANGAN PENETAPAN KENAIKAN GAJI BERKALA BAGI 
PEGAWAI PEMERINTAH OENGAN PERJANJIAN KERJA. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6897); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang 
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264); 

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kenaikan Gaji 
Berkala dan Kenaikan Gaji Istimewa bagi Pegawai Pemerintah 
dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 549); 
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